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Tesisini dilatarbelakangi oleh situasi bangsa Indonesia yang sedang mencari format demokrasi yang sesuai
dengan nilai-nilai Indonesia. Untuk itu, diperlukan upaya mengkaji kekuatan dan kelemahan implementasi
teori dari pemikiran politik Barat tentang demokrasi. Berkaitan dengan hal tersebut, tesisini berusaha
mencari aternatif demokrasi dari pemikiran tokoh Indonesia.

Pertanyaan penelitian ini adalah mengapa Soekarno menolak Demokrasi Parlementer dan bagaimana
pemikiran politik Soekarno tentang Demokrasi Terpimpin. Teori yang digunakan dalam menjawab
pertanyaan penelitian tersebut adalah teori sosialisasi politik dari Gabriel Almond, teori demokrasi dari
Robert Dahl, William Ebenstein dan Lyman Tower Sargent sertateori partai politik dari R.H. Soltau,
Gabriel Almond dan Duverger. Sedangkan metode penelitian menggunakan metode penelitian pustaka
(library reseach).

Adapun kesimpulan penelitian ini menjelaskan bahwa Soekarno menolak Demokrasi Parlementer karena (1)
hanya bersifat demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi (2) melindungi keberlangsungan sistem
kapitalisme (3) menimbulkan instabilitas politik. Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang berintikan musyawarah
untuk mufakat secara gotong-royong antara semua kekuatan Nasional. Inti daripada pimpinan dalam
Demokrasi Terpimpin adalah permusyawaratan, tetapi suatu permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan, bukan oleh perdebatan dan penyiasatan yang diakhiri dengan pemungutan suaa (voting).
Soekarno menekankan prinsip gotong royong dan musyawarah mufakat dalam suasana kekeluargaan dalam
Demokrasi Terpimpin sehingga demokrasi tidak mengenal oposisi. Dalam menerjemahkan konsepsi ini ke
dalam perangkat politik, Soekarno membentuk Kabinet Gotong Royong yang terdiri dari perwakilan semua
partai di parlemen dan membentuk Dewan Nasional yang berisi golongan fungsional sebagai cerminan
masyarakat. Kabinet Gotong Royong dan Dewan Nasional ini menjadi jembatan sehingga setiap tindakan
Pemerintah selaras dengan kehendak masyarakat.

Temuan penelitian ini adalah bahwa Soekarno beranggapan Demokrasi Parlementer tidak cocok dengan
situasi dan kondisi Indonesia karena sesuai dengan kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia yakni
nilai-nilai Pancasilayang di dalamnya terkandung semangat kekeluargaan, gotong royong dan musyawarah
untuk mufakat. Implikasi teoritisnya adalah bahwateori sosialisas politik, teori demokrasi dan teori partai
politik dapat diterapkan untuk menganalisistesisini.

...... Topic Political Views of Soekarno on Guided Democracy 175 pages 7 books 6 internet sources Based on
Indonesiarsquo s search for ademocracy that is congruent with its foundational values this thesis shows the
efforts done to review the strengths and weaknesses of implementing Western political conceptsin
democracy Furthermore this thesis shows the search for an alternative from Indonesian political thinkers
This study questions the reason Soekarno rejects parliamentary democracy and his political thoughts on
guided democracy The theories used in answering these questions are Gabriel Almond's theory of political
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socialization Robert Dahl's theory of democracy as well as William Ebenstein and Lyman Tower's theory of
political parties from R H Soultau Gabriel Almond and Duverger In addition this study utilizes the library
research method as a means for research Having explained Soekarno's grounds for rejecting parliamentary
democracy as a conclusion this research shows that his main reasons consist of the fact that parliamentary
democracy is merely political democracy without economic democracy a protector of capitalism and a
catalyst of political instability Guided democracy is atype of people's democracy that isled by the inner
wisdom in the unanimity arising out of deliberations amongst representatives and is cored by the discussion
of all national powers to agree unanimously The heart of leadership in aguided democracy is deliberation
that isled by innate wisdom and not by a debate that results in voting Soekarno accentuates the principles of
cooperation and deliberation in afamily atmosphere in a guided democracy so that democracy does not
encounter any oppositions In interpreting this concept on a political device Soekarno formed the Mutual
Cooperation Cabinet Kabinet Gotong Royong that consists of representatives from all the political partiesin
the parliament and the National Council's concept made up of functional groups that reflects the people This
cabinet and council became the bridge that harmonizes the government's actions with the people rsquo s will
The principal findings of this research is Soekarno's opinion that parliamentary democracy is not suitable
with Indonesia's situation and condition primarily because it is not in accordance with the personality of the
nation or the values of Pancasila which contains the spirit of family mutual cooperation and deliberation The
theoretical implication is that the theory of political socialization the theory of democracy and the theory of
political parties can be applied in analyzing.



